SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA PERATURAN DAERAH

Menimbang:

Mengingat :

KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131
Undan-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yang rnenetapkan
pemungutan retribusi Terminal sehingga dipandang
perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
bahwa untuk menertibkan tempat parkir bagi
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat
kedatangan dan keberangkatan, tempat kegiatan
usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal,
perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian dalam pengoperasiannya;
bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Terminal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pembetukan Kabupaten Luwu Timur
dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
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10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004
Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan  peraturan  perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
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15.

16.

17.

18.

19.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor
5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Utara Nomor S5 Tahun 2006, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara nomor 5);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan
Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara:

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mamuju Utara:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseoran komanditer,
perseoran lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan  perundang-undangan  retribusi diwajibkan < untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu;

. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai

jasa fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

Mobil Bis Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum;

Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun
tanpa  perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan
sebagai kendaraan umum angkutan umum,;

Sis parkir dijalur panjang/jalur istirahat adalah bis antar Kabupaten
yang sedang menunggu jam pemberangkatan;

Sis bermalam adalah bis yang parkir dijalur istirahat mulai petang
hari dan bermalam menunggu jam pemberangkatan pada keesokan
harinya;

Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki areal terminal;
Kios adalah bangunan yang disediakan dilingkungan Terminal dan
dipergunakan untuk kegiatan lain yang diizinkan oleh Kepala
Daerah;

Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan
dilingkungan Terminal untuk peturasan, jamban dan mandji;
Tempat Reklame adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan
reklame atau promosi;

Tempat Istirahat Kru adalah tempat yang disediakan bagi awak bis
(pengemudi, kernet, kondektur);

Perizinan adalah pelayanan pemberian atau perpanjangan izin atas
pemakaian fasilitas terminal;

Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPRT
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan karcis atau telah dilakukan dengan
cara lain;
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BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribus atas pelayanan
terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan wusaha, dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan jasa terminal dan fasilitas yang ada didalamnya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka
waktu pelayanan fasilitas terminal.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi
Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8
Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :
a. Pelayanan retribusi keluar masuk terminal:
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No. Jenis Kendaraan Tarif (Rp)
1. Bus Besar 4500
2. Bus sedang 3000
3. Bus Kecil/Mikrolet, Pick Up, Mobil Penumpang
sejenis 1500
4. Becak , Motor (ojek) 500
b. Pelayanan retribusi tempat pelataran parkir nginap:
No. Jenis Kendaraan Tarif (Rp)
1. Bus Besar 15000
2 Bus sedang 10000
3. Bus Kecill Mikrolet, Pick Up, Mobil Penumpang
sejenis 7500
c. Pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha :

No. | Jenis kegiatan usaha Tarir (Rp) Keterangan

1. Kios 500 /meter persegi

2. Wc/toilet 2000 Mandi

3. 1500 Buang air besar

4. 1000 Buang air kecil

S. Ruang istirahat awak kendaraan | 1000 1 x 6 jam

umum
0. Ruang tunggu penumpang 500 /orang
7. Pemasangan reklame 2500 /meter persegi setiap
bulan
8. Izin pemakaian kios/fasilitas 50000 Pemberian atau izin

terminal

Perpanjangan/Perbulan
(berlaku selama 2
tahun) Selain retribusi
atas Pengggunaan air
bersih dan aliran listrik
sesuai tarif yang
berlaku serta retribusi
pemeliharaan instalasi
air minum dan listrik
sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah
pengenaan.

d. pelayanan penyediaan parkir kendaraan non angkutan umum

No. | Jenis Kendaraan Tarif (Rp)
1. | Motor (Roda 2, Roda 3) 1000

2. |Roda 4 1500

3. | Roda 6 dan seterusnya 20000

Pasal 9
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
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(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti yang
diporporasi,
(3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.
(4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran
dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Retribusi Terminal dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan

(2) Dukumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di tetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
menggunakan STRD

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan surat teguran.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative
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berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
menggunakan STRD

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) didahului dengan surat teguran.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUARSA

Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1),
tertangguh jika:

a. Diterbitkan surat teguran, atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 15
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati

BAB XI
MASA RETRIBUSI

Pasal 16
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan terminal dari

Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
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6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah

retribusi yang terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Penyidik Pegawai Negeri  Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Utara Nomor ... Tahun ... tentang Retribusi Terminal
yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju
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Utara Tahun .... Nomor ... sepanjang bertentangan dengan peraturan
daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap brang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

TTD

NUR ALAM TAHIR

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 18 TAHUN
2011)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD
MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, semua produk hukum yang
penetapannya masih mendasarkan pada Undang-Undang lama juga
harus ditinjau dan disempurnakan kembali berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Perubahan retribusi terminal sesungguhnya diupayakan untuk
mengarah pada keseimbangan antara kebutuhan biaya dengan
penerimaan dari pendapatan daerah asli khususnya dari sektor
retribusi, tentang perubahan tersebut tidak dilakukan secara
menyeluruh tetapi ditujukan pada hal-hal yang lebih relevan dan
disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Obyek retribusi terminal yang mengalami perubahan adalah
pelayanan fasilitas tempat parkir, kios dan sarana kebersihan umum,
dengan perubahan tersebut pelayanan kepada masyarakat dapat
ditingkatkan, sehingga hal tersebut dapat menunjang kelangsungan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa terminal.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan
pendapatan asli Daerah khususnya dari Retribusi Terminal dapat
meningkat yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenqqaraan
pemerintahan dan pelaksanaan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal
1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a s/d huruff

Cukup jelas.
Pasal 3 huruf 9
- Yang dimaksud ruang tunggu penumpang dan pengunjung adalah
ruang lokasi dalam lingkungan Terminal yang dapat dimanfaatkan oleh
pengunjung baik sebagai penumpang, pengantar atau yang lain;

Sesuai dengan prinsip retribusi jasa usaha, maka wajar bagi yang
menikmati/memanfaatkan  fasilitas ruang tunggu penumpang dan
pengunjung yang merupakan salah satu fasilitas Terminal dikenakan
retribusi.

Pasal 3 huruf h
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas
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Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
NOMOR

Cukup jelas
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